. SEE’ai;{E:"a?apuxq suatu aturan
-hukum pasti ada yang melang-

- __-_.'_gamya ‘Dalair Undang-Undang
“No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi

Manusia® yang diartikan dengan
pelanggaran hak asasi manusia
adalah seriap perbuatan seseorang aran
kelompole -arc_i;zcg zermmasik aparat negara
baik disengaja manpan tidak disengaia
atay felalaian  yang secara melawan
heskestrs swengurangs, menghalang, mem-
bartasi ‘dan atan mencabut hak asasi
IaRNSIA Sesearang atan kelompofk orang
yang dijemin oleb undang-undang in,
dan tidaR mendapatkan, atan di-
khanatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hu-kum yang adil dan
benar, berdasarikan mekanisme btk
yang berlaky (Pasal 1 angka 6 UU
No.39/ 1999) Ssdangkan_pelang—
gran hak asasi manusia yaﬁg berat
adalah pelnggamn hak asasi manisia
Jebagazmaﬁa dimafesud dalam undang-
sndang ini (Pasal 1 angka 2 UU No,
26/2000).

* Guirn Besar pada Peiguraan Tinggi T Kepolisian,

[ATAN HAK ASAST MA
YANG BERAT

: .: " ::_; me Drs. Koesparmone Irsan, S.H, M.M, M.B.A*

Pelanggaran hak asasi manusia
yang berat meliputi (a) kejahatan
genosida “dan (b) '-kejahati;{n;i
terhadap kemanausiaan (vide Paf;al :
70U No. 26/2000). T

Pada penjelasan pasal 104 (1).
UU No. 39/1999 memberikan |
rincian tentang apa yang dimaksud
dengan pelanggaran hak asasi
manusia  yang berat, vaitu
pembunuhan massal (genocide),
pembunuhan sewenang-wenang
atan di luar putusan pengadilan
(arbitrary/ extra judicial killing),
penyiksaan, penghilangan orang
secara paksa, perbudakan, atan
diskriminasi yang di-lakukan secara
sistematis (gystematic diserimination).

Kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanu-siaan
dalam ketentuan ini (UU No. 26 /
2000) sesuai dengan Pasal 6 dan
Pasal 7 “Roman Statuse of The I nter
national Criminal Court” (Penjelasan

Pasal 7 UU No. 26/2000). Jadi




“internasional kedalam hukum -
~nasional sékaﬁpun hukum intet-
" nasional itu belum, diinkorporasi-

- .-kan kedaiam hukum nasional.

_ Da}am ‘membahas perbuatan
--melanggar hak asam manusm

yang dapat dipidana; bilamana
' pe_rbqatag_;tg tidak diancam oleh
_ undang—undang (hukum) dan
fﬁemang":sipelangggmya_: dinyata-
kan bersalah. s
Selanjutnya kita bertanya lagx,
perundang-undangan dan hukum
yang mana vang tidak boleh
dilanggar. Yang tidak boleh
dﬂanggar adalah perundang-
undangan Indonesm yang menyanga
kut hak asasi manusia dan atuxan
hukum mtemasmnal yang meng—
atur mengenai hak asasi manusia.

~ Pada pasal 4 Undang—[}ndang
No. 26/2000 tentang Pengadilan
Hak Asa51__M_a_n_u51a megy_ebutkan
tugas dan ~wewenang Pengadilan
Hak Asasi Manusia ialah meme-

nksa memutus dan menyeieszukan
perkara Pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat. Yang dimaksud
dengan memeriksa dan memutus

"hj_f dnngat adan}ra 2228
[ ,_-_legahtas ang mengmgatkan klta_- "
kadanya suatu perbuatan '

: d151mnampakbeﬂakunyahukum _'-35:ﬁacla1ah termasuk menyelesaikan

perkam yang menyangkut kom-
pensasi, restitusi, dan rehabilitasi

_sesuai dengan peraturan pet-
~undang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Hak Asasi Manusia
merupakan penrradﬂan khusus
yang berada di hnﬂkungan Para—_

dﬂan Umum

Dzsampmg itu kewenangan_'
peaga_dﬂan hak asasi manusia tidak
terbatas pada memeriksa, memutos
dan menyelesaikan perkara pelang-
garan hak asasi manusia yang -be_iat
yang dilakukan di wilayah Indo-
nesia pamun berwenang juga me-
meriksa, memutus, dan menyelesai-
kan perkara pelanggaran hak asast
manusia yang berat yang dilakukan
di luar batas teritorial wilayah
negata Republik Indonesia yang
dilakukan oleh warganegara
Indonesia (Pasal 5 UU No. 26 /
2000).

Hukum Acarayang diperguna—
kzm dalam penyelidikan, penyi-
dikan, penuntutan dan pemeriksa-
an d.t sidang pengadilan atas pet-
kata pelanggaran hek asasi manusia
berat selama tidak ditentukan Iam
oleh Undang-Undang Pcngadﬂan
Hak Asasi Manusia, dilakukan

“berdasarkan ketentuan hukum




' acatayang berblu (Pasal 10 UU N

o 26/2000.

- Kemudian berdasarkan pasal
- 18 UU:No. 26/ 2000 tentang
Pengadﬂan HAM penyehdikan
terhadap pclanggamn HAM berat
hanya dilakukan oleh Komisi
_ Nasional Hak Asasi Manusia. Ke-

- wenangan penyelidik an hanya
dilakukan oleh Komaasham

dimaksudkan untuk menjaga
objektivitas hasil penyelidikan
karena lembaga Komnasham
adalah lembaga yang bersifat
independent;

Undang-undang No. 26/2000
tentang Pengadilan HAM, pada
pasal 1 angka 5 memberikan ard
penyelidikan sebagai serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan ada tidaknya suatu
petistiwa yang diduga merupakan
pelanggaran hak asasi manusia yang
berat guna ditindak lanjuti dengan
pe-nyidikan sesuai dengan ketentu-
an yang diatur dalam undang-
undang i,

Dengan demikian dapat kita
ketahui bahwa di Indonesia
peketjaan seorang invesiigalor yang
di negara-negara lain diemban oleh

seorang, dapat diemban oleh dua

orang yaitu penyelidik dan penyi-
dik, dimana antara kedua pejab_ét
itu dapat dibedakan adanya tuga_é '
yang berlainan. Bahkan dalam hal _
pelanggaién hak asasi manusia ya.;ig _
berat ada dua lembaga yang
menanganinya, penyelidikan di-
lakukan oleh Komnasham dan_ B
penmchkan dan penunmtannya oleh .
Jaksa Agung : _:'
Dalam masalah pelanggatan -
hak asasi manusia yang berat ada
beberapa hal yang perlu dicermati,
ialah masalah pértanggungj awaban
komandan, masalah refroactivisy,
masalah systematic dicrimnation, dan
masalah nebis in idemn. -

Berdasarkan pasal 42 UU No.
26/2000, Komandan Militer atau
seotang yang secara efektif ber-
tindak sebagai komandan militer
dapat dipertanggung jawabkan
terhadap tindak pidana yang
berada di dalam yuridiksi Penga-
dilan hak asasi manusia, yang
dilakukan oleh pasukan yang
berada di bawah komando dan
pengendaliannya yang efekdfatau
dibawah kekuasaan dan pengen-
dalian yang efektif dan tindak
pidana tersebut merupakan akibat
dari tidak dilakukan pengendalian
pasukan secara patut (apa yang




: :.:_"_'.'.diarmkan dengan ‘secara. patut
* dapat-dibaca pada Pasal 42: ayat 1

o ';'.-'Z'UU No.26/2000).

Dlsampmg 1tu seorang atasan,
--.-balk poh51 maupun 51p11 lamnya
L '."bertanggung}awab secara pldana
g .."ter dap’ _peianggaran hak asasi

-'--3-ménusm_yéﬁgberatyangdﬂakukan —
. wahannva serada“di _-_2._ “Ketentuan atau peraturan

: _dahannjrai yang efektlf karena
atasan tersebut Udak melakukan
| pengendahan terhadap bawaham
nya secara patut dan benar apayang
'dmrtzkan dengan secara patut dan
benar’” agat dibaca bunyi Pasal 42
ayat 2 UU.No. 26/ 2000.
1. Tanggungiawab komandan.

- Mengenai “atasan” atau “ko-
mandan™ dalam Statuta Roma,
khususnya dalam Pasal 27, di-
terangkan bahwa sbb :

Pasal 27 Staiuta Roma -

1. Statuta ini betlaku sama ter-
hadap semua orang tanpa suatu
perbedaan atas dasar jabatan
resmi. Secara khusus, jabatan
resmi sebagai seorang Kepala
Negara atau Pemerintahan,
anggota suatu Pemetintahan

atau Parlemen, wakil terpilih

- atau ‘pejabat -pemarin;g_'?_}é@ E
dalam hal apapun tdak menge—
- cuahkan seorang dari tanggung—
--.jawab pidana di bawah Stamta
*:ini, demikian pula dalan_i:; dan
 mengenai dirinya sendiri, tidak
B __m_erupakan suatu alas_én untuk
“me-ngurangi hukuman. -
- proceduxal khusuvs yang mung-
- kin rerkait dengan jabatan re_s_r_m
dari seseorang, baik di ba_*_&irah
hukum nasional ataupun
internasional, tidak meng-
halangi Mahkamah untuk
melaksanakan yuridiksinya atas
orang ter-sebut.

Selanjutnya Pasal 28 Statuta
Roma mengatur juga tanggung-
jawab atasan,

atau juga

tanggungjawab komando.

Pasal 28 Statuta Roma.

1. Seotrang komandan militer atau
seorang yang secara efektf
bertindak sebagai seorang
komandan militer secara pidana
bertanggungjawab aras keja-
hatan di dalam Juridiksi
Mahkamah yang dilakukan oleh
pasukan-pasukan di bawah
komando atau kekuasaannya
secara efektif sebagaimana




- No Child shall be alleged as, be
~ accused of; or recognized. as
- havinginfringed the penal law
by reason of act or omission
._r/%af were uol, pmszbz;ed by national
colawor mternaﬂonal law of the
- coctime! they were committed.
Pasal 11ayat (1) Statuta Roma -

Pengadilan mempunya1 jori-

B _chks.i hanya berkaltan dengan

_ ke]ahat_an yang dilakukan . sefelab
beriakuuya Statuea ind.

- Nampakaya azas retroactivity
tidak diperkenankan (sebagaimana
hukum internasinal tersebut di
atas), namun azas ini diperlemah
oleh Pasal 15 ayar (2) Inter national
Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR):

Pasal 15 ICCPR

1.. Tak seorangpun boleh di-
-anggap bersalah melakukan
pelanggaran kejahatan ber-
dasatkan pertimbangan menge-
nai suatu tindakan atau kelalaian
yang tidak tergolong sebagai
- pelanggaran kejahatan dalam
hukum nasional atau inter-
nasional pada saatitu dilakukan.
Tidak diperbolehkan juga
dijatubkan hukuman yang lebih
berat daripada hukuman yang
dapat dijatuhkan pada saat

- ‘pelanggaran pidana tersebut
dilakukan. Apabila, sesudah
= pélanggaran itu dilakukan;
- dikelwarkan ketentuan undang_—_ _

- undang yang mengenakan
- -hukuman yang lebih tingan, si
'_.pelanggar harus mendapat _
. manfaat dari hal demikian.

2. Tak sesuatu pun dalam Pasal nn” |
yang boleh melemahkan fza’gﬂg '
~ pengadilan dan hukuman ter-hadzp
seseorang karcna suatu Hndakan
atan Relalaian yang pada saat ity
dilakukan, merypakan kejabatan
menrut prinsip-prinsip hukum
©umam yang diaki oleh komunitas
bangsa-bangsa.

Hal ini dapat juga dilihat pada
Pasal 9 dari American Convention on
Human Rights (Pact of San Jose).

Dengan demikian menurut
hukum internasional sudah jelas;
yaitu tidak ada pelanggaran
tethadap azas retroaktif apabila
seseorang dihukum menurut pet-
buatan pidana yang didifinisikan
sebagai kejahatan dalam hukum
internasional sekalipun pada saat
perbuatan tersebut dilakukan
hukum internasional tersebut
belum di inkorporasikan kedalam
hukum nasional, Karenanya War

Crimes, Crime Against Peace and




'"'sz:mamiy, azzd .rzmz/ar wo!afzaﬂ of
» zﬁfema,fmfza/ !aw suh as .rfaye{y and
 dorinre, may ) punished with ret:mactzyzgy
' .'.':'-damextzc laws. (Kej ahatan perang,
'_"Kejahatan terhadap Perdamaian
_-'-dan Kemanusiaan, dan’ pelang~

'-':'-;"garan terhadap hukum inter-

s }naszonal, sepem perbudakan .dan

k i"-";denca' rheﬁggunakan azas tetro-

akdfdari hukum'nasional. Dengan
demikian Pengadilan Hak Asasi
Manusia berwewenang untuk
memeriksadan memutus kejahatan
tersebhf- sebelum diundangkannya
Undang-undang (Law) yang
memuat Interpational Crimes,

- Demikian pula bunyi Pasal 28 1
ayat (1) UUD 1945 yang melarang
untuk dilakukan penuntutan atas
dasar hukum yang berlaku surut,
telah diperlemah oleh Pasal 28
ayat (2) UUL 1945,

“Retroactivity berlaku juga
dalam masa damai. Hal ini dapat
dilihat-dalam Pasal 5 dari Stasure of
the JCTY yang membatasi ber-
lakunya asas retroactivity hanya
terhadap armed conflicr. Tetapl
Convenant on the Non Applicability of
Statury Iimitation on War Crimes dan

Crimes Against Peace and Humanity
November 26, 1988 membolehkan

“betlakunya retroacttivity dalam |

War Crines dan Crimes Against Peace

and Humanity, dalam masa dammai.
‘Kesimpulannya bahwa ' pada

saat kini telah diterima dalam

‘hukum internasional bahwa erimes

against humanity (kejahatan terhadap
kemanusiaan) are probibited borh

"':_-.pcnga 'yaﬂ,n dapat dlhukum”-dl{fiﬂgﬁ?ﬁ@&_ﬁfﬂmﬁd m’"‘ﬁ”"’”‘:j'_‘{ﬂ@’g

peace (dilarang baik dalam masa
konflik maupun dalam masa
damai). o
~ Dua orang pakar tentang
International Human Rights Instrament
menulis sebagzu berikut >

Ada dua aspek yang bzsa
dibedakan:

1. Diberlakukannya surut dari
definisi dari tindak pidana dan
hukumannya sebagaimana
didefinisikan dalam suatu UU
terhadap suatu perbuatan yang
dilakukan sebelum diundang-
kannya.

2. Berlaku surut secara juris-
diksional, artinya pemeriksaan

* terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat oleh suatu
pengadilan yang pada saat
dilakukannya petbudtan,
pengadilan tersebut belum ada.

Dunia hukum dan khususnya

dunia peradilan di Indonesia saat
ini menghadapi perkembangannya




g-:cukup rurmt dengan Iahlmya

: ""'_.Pengadﬂan Hak Asasi Manusia.
- S ";Dan apa yancr dapat saya sa}lkan ing
o _--.:-'sels.edar suatu percobaan untuk

_'membuka cakrawala wawasan
._"_.peﬂunya pcnguasaan mengena1

: o hukom: hak asasi manusia dalam
I -'Qperadﬂan ch Indonesm

;:_ 3. Azas Nebis m Idem :  : g
| Kalau k}ta teIaah buny1 PasaI 76

= ."-KUHP yang mengamL tentang

- azas nebls in idem, yang jelanya
' 'berbunyz sebagaa benkut

: Pasal 76 KUHP

| (1) Kecuali dalam hal putusan
“hakim masih munghn diulangi,
orang tak boleh dituntut dua
kali karena perbuatan yang oleh
hakim Indonesia terhadap
dirinya ‘telah diadili ‘dengan
putusan yang menjadi te tap.
Dalam artian hakim Indonesia,
termasuk juga hakim peng-
adilan swapraja dan adat, di
tempat-tempat yang mem-
punyai pengadilan-pengadilan
tersebut. |

(2) Jika putusan yang menjadi tetap
it berasal dati hakim lain, maka
tethadap orang itu dan karena
delik itu pula, tidak boleh
diadakan penuntutan dalam hal:

(a) putusan berupa . pem~'::_j |
“bebasan dari tuduhan atau -
lepas dari tuntutan hukum g

(b) putusan. berupa pemi-
© v:danaan:dan telah dijalani -
o selumh_nya atau telah diberi
:_-.:ainpunan atau Wewendﬁg”

; untuk menjalankannya tﬁlﬁh.':

Tt _.:-;:hapus karena lewat Waktu :

Khususnya mengenai pelang-'::
garan hak asasi manusia berat,
apakah dapat atau tidak kasus yang
sudah ditangani oleh pengadilan
militer dan koneksitas diajukan 1ag1
ke peﬁgadﬂa_r_z hak asasi manusia ?
Ataukah apakah kasus yang sudah
diputuskan oleh pengadilan
nasional suatu Negara masih dapat
diajukan ke Mahkamah Pidana
Internasional/ International Criviinal
Court. Kalau jawabannya dapat,
apakah hal it tidak bettentangan
dengan azas nebis in idem, yang
merupakan azas universal dalam
hukum pidana.

Demikian juga dalam Statuta
Roma Pasal 20 mengakui adanya
azas nebis in idem, yang jelasnya
berbunyi sebagai berilout :

Pasal 20 Statuta Roma

1. Kecuali sebagaimana ditetap-
kan dalam Statuta ini, tidak
seorangpun diadili di depan




ot "Mahkamah berkenaan dengan

: __;._-':_rf_Perbuatan ‘yang merupakan

i .i'.-.dasar kejahatan yang untuk ita

Bk omng tersebut telah dinyatakan

o '._'bersaiah atau dibebaskan oleh

i .-_'--;-E.Mahlxamah '
: 2. _Tldak scorangpun boleh diadili
di dcpan statu pengadﬂan lain
~ untuk kejahatan yang disebut-

'-"5'-"-"kaﬁ ééiam Pasal 5 di'mana

: orang tersebut tidak di hukam

©atan dibebaskan oleh Mah-

3. Tldak georaﬂgpuﬂ yang boleh

~diadili oleh pengadilan lain

 untuk perbuatan yang dilarang
* berdasarkan pasal 6,7 atau 8
'~ boleh diadili oleh Mahkamah

" berkenaan dengan petbuatan

yang sama kecuali kalau proses
' perkara dalam pengadilam lain
- _ _

(2) Adalah dengan tujuan untuk
mendukung orang yang bet-
sangkutan dasi tangoungjawab
pidana untuk kejahatan yang
berada didalam juridiksi Mah-
kamah, atau

(b) Sebaliknya tidak dilakukan
secara manditi atau tidak
memihak sesuai dengan norma-
norma mengenai proses yang
diakui oleh hukum inter-

“nasional dan dilakukan dengan
cata yang dalam keadaan im,
tidak sesuai dengan maksud

suntuk membawa orang: yang
: bersangkutan ke depan p_e_gga-

Pasal 17 ayat (1) huruf ¢ Statuta
Roma, yang berbunyi sebagal
berikut: . ' '

Orang yang bersangkutan teiah
diadili atas perbuatan yang
merupakan pokok pengaduaﬁ_i_tu,
dalam suatu sidang Mahkamah
tidak diperkenankan berdasatkan
Pasal 20 ayat (3). '

Ente naﬁanaj Law @omv:mssmn
Amdc 12 Non Bis in Idem

1. No one shall be tried for 2
crime against the peace and
security of mankind of which he
has already been fZnally convicted or
acquited by an infernational criminal
court,

Z. Anindividual may not be tried
again for a crime of which he
has been finally convicted or
acquitted by a national coust
except in the following cases:

(2) by an international criminal
court, if :

() the act which was the
subject of the judment in




f:-the natxonai coutt was

_:chﬁractenzed by that court
s.4n. ordmary ctime -and
'hot as a crime against the
-peace and secuxlty of
mankind,or

1 'e ."tlom;d courtpmceedmgs
Were ot impartial or
R :3._;;_ 'mdependent or Werc

S designed to Shﬂed the accu-
o ;_'_sed from interna tional
;_..crimmal respon51b1hty or
: _;_'g:a_se_ was 0ot ,d}_.h_gc_nﬂy
o ;-:prosecutéd ' |
(b) by nattonal court of another
State if '
7.__(1) t_h(:-_ac_:t which was the
L _:subjgg;t of the _previo'u_s
. judge_fnéﬁt._took place in the
territory of that State, of
(i) that State ‘was the main
- victim of the ctime.
3. In the C'as_e' of subsequent
: _'co_xivic:tio_ri ﬁﬁ&eé the present
Code, the court, in passing
sentence, shall take into account
- the extent to which any penalty
imposed by a national court on
the same person for the same

- act has already been served.

Mukadzmah Statuta Roma'_ :
Pasdal 1 ayat (10) E

Mahkamah menetapkan bahwa _
suatu kasus tidak dapat dltenma'fj '
kalau ; '_
() Kasusnya sedang chsehdlki atau_ _
- dituntut oleh suatu Negara yang
s mempunyai juridiksi atas kasﬁé L
L tersebut, kecuali kalau Negara
b .,tersebut tidak berk6:1ngman-"::-
: (zm_,m!’zfzg) atau benar-benat
-tidak dapat melakukan (#rabl)
penyelidikan atau penuatutafi- '
(b). Kasusnya telah disellidiki oleh
suatuN egara yang mempunyai
'}uﬂdlkSl atas kasus tersebut dan
- Negara itu telah memutuskan
untuk tidak menuntut omiig
| yang bersangkutan, kecuali
kalau keputusan itu timbul dati
ketikamauan (zmwzl/z;zg) atau
ketidak mampuan (zmabie)
_ Negaxa tersebut untuk benar—
benar melakukan penuntutan.

Ini menenjukkan bahwa mana-
kala suatu perkara yang sudah
diputuskan oleh pengadilan
nasional sua tu Negara dapat
dibuka kembali oleh Mahkamah
Pidana Internasional, apabila
pengadilan nasional tersebut
bertujuan melindungi tersangka
(nnwilling), atau Negara tersebut




memang tidak mampu (wrabls)
untuk mengadlh karena alasan
stablhtas pollttk '

Walaupun nampaknya hukum
internasional juga mengalkui adanya
azas nebis in idem, namun azas itu
'-ndak berlaku mu‘dak ‘tasih ‘ada

_'terobosannya ‘untuk - dapat

- menetobos azas’ nebis in 1dem iy,

"namun dengan beberapa syarat.

' Singkatnya azas nebis in idem untuk
kejahatan internasional yang serius,
dapat di-terobos. o

4, Systematlc dJscnmmatlon

: Apakah yang dimaksud dengan
g},riez;_z__atz; discrimination. Deﬁm_smya
(pasal 1 butir 3 dan UU No. 39
T:ihuh 1999) mclipuﬁ obyek yang
sangat luas. Ada sekitar 15 Cove-
nant, Convention and Declaration
yang mengatur soal diskriminasi
yang bisa dibaca dalam A Compila-
sion of T étéf?gafianal Tnsirupment \ olume
7 (Frist Part).

The 'bumaﬂ landscape currently
afflicted by racism and xenophobia is
indeed vast. It emanates from the review
of the periodic reports submitted by
Governments of States Parties to the
Coﬁé}}é_é'z‘z‘ee on the Elimination of Racial
Discrimnation, that no country and no
region is tolally imminne from existin or
potensial praciices of raiial dsorimination

on #s soil. Demikian ucapan dari
Duta Besar Michael E. "She;:iﬁeé
Chaitman of the UN Committee
on the Elimination of Racial
Discrimination pada Regional
Meeting Of the Asian Countries
Plenary Session, February 20, 2001
di Teheran dlrnana penulls 1kut
hadir. __

Se;arah bangsa IndOnesm
hmgga kini mencatat berbagai
pendcntaaﬁ kesengsaraan dan
kesenjangan sosial yang disebabkan
oleh perilaku tidak adil dan
diskriminatf atas dasar etnik, ras,
warna kulit, budaya, bahasa,
agama, golongan jenis kelamin dan
status sosial lainnya. Perilaku tidak
adil dan diskriminatif tersebut
merupakan pelanggaran hak asasi
manusia, baik yang bersifat vertikal
(dilakukan oleh aparat negara atau
sebaliknya) maupun horisontal
(antara watga negara sendiri) dan
tidak sedikit yang masuk dalam
kategori pelanggaran hak asasi
manusia yang berat (gross violation of
bursan rights).

Sebagai contoh dapat kita
cuplik tentang bentuk diskdminasi
terhadap perempuan. Apakah
dengaq lahir-nya hukum (de jure)

yang melindungl kaum perem-




‘puan, maka secara nyata (de faro)
perempuan telah terlindungi hak-
haknya. Pasal 27 UUD 1945
mengatakan bahwa semua orang
itu sarna dan setara kedudukannya
di hadapan hukum. Hal ini berarti
secara konsntusmnal prinsip
egzmkgjz be ﬁw z‘be !aw itu mengﬂxat

. semua plhak kaum perempuan

dan kaum laki, jadl tzdak boleh ada
' dlskmmmas: -

Diskeirminasi sebcnarnya bukan
semata-mata mengacu kepada jenis
kelamin (gender), melainkan juga
hal-hal fundamental lainaya.

Penyelesaian pelanggaran hak
asasi manusia bereat, tidak harus
melalui Peradilan Hak Asasi
Manusia, melainkan daoat juga
dilakukan melalui Komisi Ke-
benaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekon-
siliasi yang selanjutnya disebut
Komisi saja, adalah lembaga
independen yang dibentuk untuk
mengungkapkan kebenaran atas
pelanggaran ham yang berat dan
melaksanakan rekonsiliasi, sewsuai
dengan UU No. 27/2004.

Tujuan dibentuknya Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah:

1. Menyelesaikan pelanggaran
ham yang berat yang terjadi

~pada masa lalu diluar penga-

dilan, guna mewujudkan per-

damaian dan persatuan bangsa;-

2. Mewujudkan rekonsiliasi dan

petsatuan nasional dalam jiwa
saling pengertian.

Pasal 3 UU No. 27/2004 )

Tujuan pebentukan Komisi adalah:

a. Menyelesaikan pelanggaran hal
asasi manusia yang berat yang
terjadi pada masa lalu di luar
pengadilan, guna mewujudkan
perdamaian dan persatuan
bangsa.

b. Mewujudkan rekonsiliasi dan
petrsatuan nasio nal dalam jiwa
saling pengertian.

Selain bertugas untuk menegak-
kan kebenaran dengan meng-
ungkapkan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang ferjad; pada
masa sebelur berlakrnya U No. 26/
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
sanakan re,%omzlzmz dalam pmpg,é:z‘ if
Repentingan bersama sebagai bang-sa.
Langlkah-langkah yang ditempuh
adalah pengungkapan kebenaran,
Dengakuan kesalaban, pemberian maaf,
perdamaian, penegakan hukum,
amnesti, rehabilitasi, atan alternatif

lin yang bermanfaar untuk menegak-




--kaﬂ p...y:saman dan kesatuan bangsa
dengan tetap memperhaukan rasa
keadilan dalam masyarakat. -

+Pebentukan Undang-undang
tentang Komisi Kebenaran dan
“Rekonsiliasi didasarkan pada
. pemmbangaﬁ '

4. Peiang aran ham yaﬂg beraz,
" yang ter;adi nada masa se-

o ibelum bgslakunyﬂ UU Ne. 26/

2000 sampai saat kini belum
~ dipertanggungjawabkan secata
*tuntas, sehingga kotban atau
keluarga korban yang merupa-
kan ahli watisnya masth belum
‘mendapatkan kepastian me-
ngenai latar belakang terjadinya
pelanggaran ham yang berat
terhadap korban. Selain belum
mendapatkan kompensas,
 restitusi, dan/atau xehab_i]itaéi
atas pendetitaan yang mereka
 alami, pengabaian atas tang-
gungjawab ini telah menimbul-
kan keﬁdakpuasan, sinisme,
apatisme, dan ketidak per-
cayazn yang besar terhadap
institusi hukum karena negara
dianggap memberikan pem-
bebasan dari hukuman kepada
para pelaku.
Yang dimaksud dengan ahli
watls adalah anggota keluatga
korban yang meliputi istti atan

suami, orang tua, nenek atau-_

~ kakek, anak atau cucu. e
2. Penyeleeaian menyeiuruh’
N tethadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang ter} jadi
' padamasa sebelum ber:lakﬁn o _
“UU No. 26/2000 sangat uigenf
~unmuk segera dilakukan katena’

 ketidak puasan dan keteoangan'
politik tidak boleh dibiarkan
terus betlarut tanpa kepasttah
penyelesaiannya. _

3. Dengan diungkapkannya kebe-
naran tentang pelanggaran ham
vang berat yang tetjadi pada
masa sebelum berlakunya UU
No. 26/2000, melalui Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi
dapat diwujudkan Rekonslha&
Nasional. i

Undang-undang tentang Ko-
misi Kebenaran dan Re-konsiliasi
secata substansial berbeda dengan
ketentuan yang diatur dalam UU
No. 26/2000. UU ini tidak menga-
tur tentang proses penuntutan
hukum, tetapi mengatur proses :
L pengungkapan kebenaran;

2. pemberian kompensasi, restitusi,
dan/atau rehabi litasi kepada
korban atau keluarga korban
yang merupakan ahli warisnya;
dan




3 pernmbangan amnestt,

* Yang semua uu diharapkan

: "-'-_____:membuka ;alan bag1 proses

- __-J:ekonsﬂias;. dan’ petsatuan nasional.

_ Adapun Korms;. Kebenaran
o "dan Rekons1i1as1 ini dibentuk
_.__"_'_.berdasarkan asas asas sebagai

ang djmaksud dengan asas
;_kf:mandman adalah suaiu asas
 yang digunakan Komisi dalam
EE ".f'melaksanakan tugasnya bebas
. dari pengaruh pihak manapun.
"2;'_5“Bebas dan tidak memihak

_'_'__-Yano dnnaksud dengan 4328
_ '”_bebas dan tidak me- ngikat
. __'.adalah suatu asas yang diguna-
kan Komisi dalam melzaksana-
- ~kan tugas pengungkapan
. pelanggaran hak asasi manusia
- yang berat berdasarkan fakta-
~fakta yang ada dan txdak
- diskriminatf.

3. Kemaslahatan.
4, Keadilan.

L2 2

-5 Ke;u]uran _
6. Keterbukaan.
-+ Yang dimaksud dengan asas

keterbukaan adalah asas yaﬂr'.lg' o

~memberikan hak kepadai' s

masya_rakat untuk memperoieh o
informasi benat, jujur, dan

- tidak diskriminatif tentang_”.
‘segala sesuatu berkait an'--_
" dengan pelangga_tan hak asasi
- 'manusia yang berat dengan”'_-'
“tetap | mempethatikan perlin--
dungan hak asasi prxbadz 8
_ goiongan dan rahasaa negara 3 !

. Perdamalan

Yang dimaksud dengan asas
perdamian adalah suatu asas
dalam menyelesaikan per-
selisihan sebagai akibat pelang-
garan hak asasi manusia yang
berat dilakukan berdasarkan
kesepakatan para pihak untuk

menyelesaikan secara damai,

misalnya kotban memaafkan
pelaku dan pelakn mermberikan
restitusi kepada korban.

8. Persatuan bangsa.






